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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Semua responden (ahli waris) belum melakukan pendaftaran peralihan 

Hak Milik atas tanah karena pewarisan sehingga belum terwujudnya kepastian 

hukum dari Hak Milik atas tanah yang beralih karena pewarisan tersebut.. 

B. Saran  

1. Responden (ahli waris) segera menyelesaikan pembagian tanah warisan agar 

dapat segera didaftarkan peralihannya di Kantor Pertanahan  

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang mengusahakan agar 

diadakan kembali pendaftaran tanah secara masal di Kecamatan Banyubiru.  
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